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Kepada Yth. 

KETUA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
 

di- 

Tempat. 

 
A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil 

Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum 

sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan 

Umum; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota: 

9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Perubahan Atas 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran 

dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024. 

 
B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa 

proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan mengimbau kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan beberapa hal sebagai berikut: 

 
1. Larangan; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 47 ayat 1 – 6: 

 

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk 

apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang 

bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. 

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil 

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. 

(6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari 

nilai imbalan yang diterima. 
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KETUA, 

             WIRA BIDJUNI 

2. Sanksi Pidana; 

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 187B dan 187C: 

 
(1) Pasal 187B 

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja 

melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada 

proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 

(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
(2) Pasal 187C 

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan 

melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan 

sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 

Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 

(5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan 

pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah). 

 
3. Untuk itu diimbau kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut 

diatas. 

 

 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Tembusan: 
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utaraa di Manado 
2. Yth Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
3. Arsip 
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Lampiran Surat Imbauan 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

Nomor :053PM.00.01/K.SA-01/07/2024 

Tanggal : 29 Juli 2024 

 

 

PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

 

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) 

2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 

3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 

4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 

5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) 

6. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 

7. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 
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